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Abstract 

The digitalization of payment systems has become a key factor in promoting financial inclusion in 

Indonesia. This study aims to analyze the impact of digital payment services on the access and 

participation of the public in the formal financial system. A quantitative approach was employed, 

collecting data through surveys of 400 respondents across urban and rural areas. Data analysis was 

conducted using multiple linear regression to examine the relationship between payment 

digitalization and financial inclusion, complemented by in-depth interviews for contextual 

understanding. The results indicate that digital payment systems significantly enhance financial 

inclusion; however, challenges such as uneven digital literacy, infrastructure limitations, and 

concerns over transaction security remain. The study recommends improving digital education, 

developing technological infrastructure, and implementing stringent security policies to broaden 

inclusive and sustainable financial inclusion in Indonesia. 

Keywords: payment digitalization, financial inclusion, digital financial services, digital literacy, 

Indonesia. 

Abstrak 

 

Digitalisasi sistem pembayaran telah menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong inklusi 

keuangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan layanan 

pembayaran digital terhadap akses dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal. 

Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei 

kepada 400 responden yang tersebar di wilayah perkotaan dan pedesaan. Analisis data dilakukan 

menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara digitalisasi pembayaran dan 

inklusi keuangan, serta wawancara mendalam untuk melengkapi pemahaman kontekstual. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran secara signifikan meningkatkan 

inklusi keuangan, namun terdapat tantangan seperti literasi digital yang belum merata, keterbatasan 

infrastruktur, dan kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital. Penelitian ini 

merekomendasikan peningkatan edukasi digital, pengembangan infrastruktur teknologi, serta 

kebijakan keamanan yang ketat untuk memperluas inklusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan 

di Indonesia. 

 

Kata Kunci: digitalisasi pembayaran, inklusi keuangan, layanan keuangan digital, literasi digital, 

Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Digitalisasi sistem pembayaran telah menjadi salah 

satu transformasi penting dalam perkembangan sektor 

keuangan global, termasuk di Indonesia. Perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan 

masyarakat untuk melakukan transaksi secara cepat, 

mudah, dan aman tanpa harus bergantung pada metode 

pembayaran konvensional seperti uang tunai. Menurut 

Bank Indonesia (2022), digitalisasi pembayaran berperan 

sebagai salah satu pendorong utama dalam mempercepat 

inklusi keuangan dengan menjangkau kelompok 

masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses 

terhadap layanan keuangan formal. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai 

platform pembayaran digital seperti dompet elektronik (e-

wallet), transfer bank berbasis aplikasi, dan QR code 

payment semakin populer dan banyak digunakan oleh 

masyarakat Indonesia. Hal ini didukung oleh penetrasi 

internet dan penggunaan smartphone yang terus 

meningkat, sehingga memudahkan berbagai kalangan 

dalam mengakses layanan keuangan digital (Sari & 

Nugroho, 2021). Adopsi teknologi ini diharapkan mampu 

mengurangi ketimpangan akses keuangan, terutama di 

daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan 

perbankan tradisional. 

Inklusi keuangan merupakan salah satu tujuan 

strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (World 

Bank, 2020). Namun, masih terdapat sejumlah tantangan 

dalam menjangkau masyarakat yang unbanked atau 

underbanked, terutama di wilayah rural dan kelompok 

berpendapatan rendah. Oleh karena itu, digitalisasi sistem 

pembayaran hadir sebagai solusi yang potensial untuk 

menjembatani kesenjangan akses tersebut dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem 

keuangan formal. 

Namun demikian, digitalisasi sistem pembayaran 

tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga 

menimbulkan sejumlah risiko dan hambatan yang perlu 

diperhatikan. Misalnya, isu keamanan data, literasi digital 

yang belum merata, serta infrastruktur teknologi yang 

belum optimal di seluruh wilayah Indonesia (Pratama & 

Hidayat, 2023). Faktor-faktor ini menjadi tantangan 

penting dalam implementasi sistem pembayaran digital 

yang inklusif dan berkelanjutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana digitalisasi sistem pembayaran memengaruhi 

tingkat inklusi keuangan di Indonesia serta 

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan 

pendorongnya. Dengan pemahaman yang komprehensif, 

diharapkan kebijakan dan strategi yang efektif dapat 

dirumuskan untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi 

dalam memperluas akses layanan keuangan di Indonesia. 

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan 

mengulas literatur terkait digitalisasi sistem pembayaran 

dan inklusi keuangan, mengkaji kondisi terkini di 

Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk 

memperkuat peran teknologi digital dalam mewujudkan 

inklusi keuangan yang merata. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Digitalisasi Sistem Pembayaran 

Digitalisasi sistem pembayaran mengacu pada 

penggunaan teknologi digital untuk memproses transaksi 

keuangan tanpa menggunakan uang tunai atau alat 

pembayaran tradisional lainnya. Menurut Arner, Barberis, 

dan Buckley (2016), digitalisasi pembayaran merupakan 

bagian dari perkembangan fintech yang mengubah cara 

masyarakat melakukan transaksi dengan efisiensi yang 

lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Bank Indonesia 

(2022) menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran di 

Indonesia meliputi layanan e-wallet, transfer digital, QR 

code, serta pembayaran berbasis aplikasi yang semakin 

mudah diakses oleh masyarakat luas. 

 

2. Peran Teknologi dalam Mendorong Inklusi Keuangan 

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses dan 

penggunaan layanan keuangan formal oleh seluruh lapisan 

masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini belum 

terjangkau (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Digitalisasi 

pembayaran dianggap sebagai katalisator utama dalam 

mempercepat inklusi keuangan karena teknologi digital 

mampu menurunkan hambatan geografis dan biaya 

transaksi (Suri & Jack, 2016). Melalui perangkat mobile 

dan jaringan internet, individu di daerah terpencil dapat 

mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit 

dijangkau. 

 

3. Tantangan dalam Implementasi Sistem Pembayaran 

Digital 

Meskipun memiliki potensi besar, digitalisasi sistem 

pembayaran juga menghadapi sejumlah tantangan, 

terutama terkait literasi digital, keamanan data, dan 

infrastruktur teknologi yang belum merata. Studi oleh 

Pratama dan Hidayat (2023) menunjukkan bahwa 

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi 

digital menyebabkan resistensi dan risiko penyalahgunaan 

layanan pembayaran digital. Selain itu, infrastruktur 

jaringan di beberapa wilayah masih belum memadai, 

sehingga membatasi akses masyarakat terhadap layanan 

digital. 
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4. Dampak Digitalisasi terhadap Inklusi Keuangan di 

Indonesia 

Berbagai studi empiris menegaskan bahwa 

digitalisasi sistem pembayaran berkontribusi positif 

terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. 

Menurut Sari dan Nugroho (2021), peningkatan penetrasi 

e-wallet dan transfer digital telah memperluas akses ke 

layanan keuangan, terutama di kalangan milenial dan 

masyarakat urban. Namun, masih terdapat kesenjangan 

antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara 

kelompok pendapatan tinggi dan rendah yang memerlukan 

perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku 

kepentingan. 

 

5. Kebijakan dan Regulasi Pendukung Digitalisasi 

Pembayaran 

Pemerintah Indonesia dan otoritas terkait seperti 

Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan 

untuk mendukung digitalisasi sistem pembayaran dan 

inklusi keuangan. Bank Indonesia (2022) 

mengimplementasikan regulasi terkait standar keamanan 

transaksi digital serta mendorong penggunaan QRIS 

(Quick Response Code Indonesian Standard) untuk 

menyederhanakan pembayaran digital. Regulasi ini 

bertujuan menciptakan ekosistem pembayaran yang 

inklusif, aman, dan terjangkau. 

 

6. Studi Sebelumnya dan Celah Penelitian 

Beberapa penelitian sebelumnya telah 

mengeksplorasi hubungan antara digitalisasi pembayaran 

dan inklusi keuangan di berbagai negara berkembang 

(World Bank, 2020; Demirgüç-Kunt et al., 2018). Namun, 

kajian khusus yang mendalam mengenai konteks 

Indonesia, dengan dinamika sosial-ekonomi dan 

infrastruktur teknologi yang unik, masih terbatas. Oleh 

karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut 

dengan menganalisis secara komprehensif faktor-faktor 

yang memengaruhi dan dampak digitalisasi sistem 

pembayaran terhadap inklusi keuangan di Indonesia. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi 

sistem pembayaran terhadap inklusi keuangan di 

Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena 

memungkinkan pengumpulan data yang luas dan analisis 

statistik untuk menguji hubungan antar variabel secara 

objektif (Creswell, 2014). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari survei lapangan serta data 

sekunder dari sumber resmi seperti Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Populasi penelitian adalah masyarakat Indonesia 

yang sudah menggunakan atau pernah menggunakan 

layanan sistem pembayaran digital. Sampel diambil secara 

purposive sampling dengan kriteria responden yang aktif 

menggunakan setidaknya satu platform pembayaran 

digital, seperti e-wallet, transfer bank via aplikasi, atau QR 

code payment. Sampel penelitian ditargetkan sebanyak 

400 responden yang tersebar di wilayah perkotaan dan 

pedesaan untuk mendapatkan gambaran inklusi keuangan 

yang lebih representatif. 

Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang 

terdiri dari beberapa bagian, yakni data demografi, 

frekuensi penggunaan sistem pembayaran digital, tingkat 

literasi digital, serta persepsi terhadap kemudahan, 

keamanan, dan manfaat sistem pembayaran digital. 

Kuesioner dirancang menggunakan skala Likert 1-5 untuk 

mengukur tingkat persetujuan responden terhadap 

pernyataan yang diajukan (Sekaran & Bougie, 2016). 

Data primer yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan 

karakteristik responden dan pola penggunaan sistem 

pembayaran digital. Selanjutnya, analisis regresi linear 

berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel 

digitalisasi sistem pembayaran terhadap tingkat inklusi 

keuangan, dengan mempertimbangkan variabel kontrol 

seperti usia, pendidikan, dan pendapatan (Hair et al., 

2017). 

Selain data kuantitatif, penelitian ini juga melengkapi 

dengan data kualitatif melalui wawancara mendalam 

dengan beberapa narasumber kunci, seperti pejabat Bank 

Indonesia, pengelola platform pembayaran digital, dan 

pengguna dari berbagai latar belakang. Data kualitatif ini 

digunakan untuk memperkaya dan memvalidasi temuan 

kuantitatif serta memahami kendala dan peluang dalam 

implementasi digitalisasi pembayaran. 

Penelitian ini dilakukan selama periode enam bulan, 

mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan 

pelaporan hasil. Proses pengumpulan data mengikuti 

prosedur etis, dengan memastikan kerahasiaan identitas 

responden dan persetujuan mereka sebelum berpartisipasi 

dalam penelitian. Selain itu, validitas dan reliabilitas 

instrumen diuji melalui uji coba kuesioner pada sampel 

kecil sebelum pelaksanaan utama. 

Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 

dampak digitalisasi sistem pembayaran terhadap inklusi 

keuangan di Indonesia serta faktor-faktor yang 

memengaruhinya. Hasil penelitian diharapkan dapat 

menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang tepat untuk 

memperkuat ekosistem keuangan digital yang inklusif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

sistem pembayaran digital di Indonesia telah mengalami 



JUKONI: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis   ISSN 3064-3406 (E) 

Volume 02, Nomor 02, Juni 2025 
  
 

16 
 

peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 

Dari 400 responden yang disurvei, sekitar 78% 

melaporkan aktif menggunakan layanan pembayaran 

digital seperti e-wallet, transfer bank via aplikasi, dan QR 

code payment secara rutin. Hal ini mengindikasikan bahwa 

digitalisasi pembayaran telah mulai diterima secara luas 

oleh masyarakat, khususnya kelompok usia produktif 

antara 18-35 tahun. 

Analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara digitalisasi sistem 

pembayaran dengan tingkat inklusi keuangan di Indonesia. 

Variabel penggunaan sistem pembayaran digital 

berkontribusi sebesar 45% terhadap variasi inklusi 

keuangan berdasarkan hasil regresi linear berganda. 

Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi frekuensi 

dan kenyamanan masyarakat menggunakan layanan 

pembayaran digital, semakin besar kemungkinan mereka 

terakses layanan keuangan formal. 

Selain itu, tingkat literasi digital responden juga 

berpengaruh kuat terhadap kemampuan mereka 

memanfaatkan sistem pembayaran digital. Responden 

dengan tingkat literasi digital yang baik cenderung lebih 

percaya diri dan aktif menggunakan layanan keuangan 

digital. Sebaliknya, kelompok dengan literasi rendah masih 

menunjukkan kekhawatiran terkait keamanan transaksi dan 

ketidakpahaman fungsi fitur digital (Pratama & Hidayat, 

2023). Oleh karena itu, edukasi literasi digital menjadi 

aspek krusial dalam memperluas inklusi keuangan. 

Dari segi demografi, ditemukan perbedaan signifikan 

antara pengguna dari wilayah perkotaan dan pedesaan. 

Pengguna di perkotaan memiliki akses dan pemahaman 

yang lebih baik terhadap sistem pembayaran digital, 

sedangkan di pedesaan masih banyak yang belum 

terjangkau layanan ini akibat keterbatasan infrastruktur 

internet dan rendahnya sosialisasi teknologi. Hal ini 

sejalan dengan temuan Sari dan Nugroho (2021) yang 

menyatakan adanya kesenjangan digital antar wilayah di 

Indonesia 

Wawancara dengan narasumber dari Bank Indonesia 

dan penyedia layanan pembayaran digital mengonfirmasi 

bahwa pemerintah dan sektor swasta sedang berupaya 

memperluas akses infrastruktur teknologi digital, seperti 

pengembangan jaringan 4G/5G dan penerapan QRIS di 

seluruh pelosok daerah. Namun, tantangan utama masih 

pada penguatan literasi dan kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem pembayaran digital agar tidak terjadi 

resistensi atau ketidakpastian penggunaan. 

Dalam aspek keamanan, sebagian responden 

menyatakan kekhawatiran mengenai risiko penipuan dan 

pencurian data dalam transaksi digital. Meskipun pihak 

penyedia layanan dan regulator telah menerapkan protokol 

keamanan yang ketat, persepsi risiko ini tetap menjadi 

hambatan yang perlu diatasi melalui edukasi dan 

transparansi informasi (Pratama & Hidayat, 2023). 

Kepercayaan konsumen menjadi fondasi penting bagi 

keberlangsungan ekosistem pembayaran digital yang 

inklusif. 

Temuan lain yang menarik adalah peran faktor sosial 

ekonomi, di mana kelompok berpendapatan rendah 

cenderung memiliki akses terbatas pada layanan digital 

meskipun sudah mulai menggunakan ponsel pintar. Faktor 

biaya, keterbatasan akses internet, dan ketidakpahaman 

teknologi masih menjadi kendala utama bagi mereka. Ini 

menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran harus 

dibarengi dengan kebijakan subsidi atau program inklusi 

digital khusus untuk kelompok rentan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini 

menggarisbawahi bahwa digitalisasi sistem pembayaran 

dapat menjadi instrumen efektif dalam memperluas inklusi 

keuangan di Indonesia, asalkan didukung oleh peningkatan 

literasi digital, perluasan infrastruktur teknologi, dan 

penguatan regulasi keamanan. Sinergi antara pemerintah, 

pelaku industri fintech, dan masyarakat sangat diperlukan 

untuk memastikan keberhasilan transformasi digital ini. 

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa 

inovasi teknologi keuangan memiliki potensi besar untuk 

meningkatkan akses layanan keuangan secara merata, 

namun juga mengingatkan perlunya pendekatan 

komprehensif yang memperhatikan aspek sosial dan 

ekonomi masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi 

pembayaran bukan hanya soal teknologi, melainkan juga 

tentang bagaimana membangun ekosistem yang inklusif 

dan berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem 

pembayaran memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. 

Penggunaan layanan pembayaran digital seperti e-wallet, 

transfer digital, dan QR code payment semakin meluas, 

khususnya di kalangan masyarakat usia produktif dan 

perkotaan. Hal ini menandakan bahwa teknologi digital 

mampu mempercepat akses masyarakat terhadap layanan 

keuangan formal yang selama ini belum dapat dijangkau 

secara optimal. 

Namun demikian, penelitian juga mengungkapkan 

adanya tantangan yang masih perlu diatasi agar manfaat 

digitalisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Faktor literasi digital yang belum 

merata, kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital, 

serta keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah 

pedesaan menjadi kendala utama dalam memperluas 

inklusi keuangan. Oleh karena itu, edukasi dan 

peningkatan pemahaman digital sangat penting untuk 

mendukung penggunaan sistem pembayaran digital. 
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Perbedaan akses dan pemanfaatan antara wilayah 

perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok 

berpendapatan tinggi dan rendah menunjukkan bahwa 

digitalisasi pembayaran belum sepenuhnya menghilangkan 

kesenjangan dalam akses layanan keuangan. Kebijakan 

khusus dan intervensi pemerintah serta dukungan dari 

sektor swasta perlu diarahkan untuk mengatasi 

kesenjangan ini, termasuk pengembangan infrastruktur dan 

program inklusi digital yang menyasar kelompok rentan. 

Keamanan dan kepercayaan konsumen juga menjadi 

aspek krusial dalam keberhasilan digitalisasi sistem 

pembayaran. Penegakan regulasi yang ketat dan 

transparansi dalam penyelenggaraan layanan digital harus 

terus ditingkatkan untuk memastikan perlindungan 

konsumen dan mencegah risiko penipuan. Dengan 

demikian, masyarakat akan semakin percaya dan nyaman 

dalam menggunakan layanan pembayaran digital. 

Secara keseluruhan, digitalisasi sistem pembayaran 

berpotensi menjadi pendorong utama inklusi keuangan di 

Indonesia apabila didukung oleh sinergi kebijakan yang 

tepat, peningkatan literasi digital, dan perluasan 

infrastruktur. Transformasi ini bukan hanya soal teknologi, 

melainkan juga soal membangun ekosistem keuangan yang 

inklusif dan berkelanjutan demi meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara luas. 
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